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Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negars Republik

ia Nomor 3037);
11>n i::fai Il:Iemerintah Nomor 34 tahfm 1951 tentang Pelaksanaan
3. p:n)’emhan Sebagian Urusan Pe{ne{‘lntah Pusat Dalam Lapaﬂgan
perikanan Daerah kepada Propinsi Jawa Tengah ( Lembarg,
Negara Republik Indonesia tahun. 1951 Nomor 53 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 );

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordingg;
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lgmbaran Negara Repub|i
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negar,
Republik Indonesia Nomor 3373 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyé..
lenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah
Tingkat II ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3480 ); ‘

6. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang
Pedoman Organsasi Dinas Daerah ;

7. Keputusan Menteri- dalam Negeri Nomor 97 tahun 1993 tentang
Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
8. Keputusan Menteri Dalam Ne

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPA

N
SUKOHARJO TENTANG ORGANISA;)IAgiAH TINGKAT II
DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAY TATAKERJA

SUKOHARJO RAH TINGKAT &
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal |

dalam Peraturan Daerah inj yang dimaksud dengap, .
a. Daerah adalah kabupaten Daerah, Tingkat Iy S“k;harj
0;
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Pemeﬂﬂtah Daerah adalah Pemenntah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukoharjo

Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Sukoharjo;

4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Sukoharjo ;

Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II
SUkOhaUOs '
f Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Daerah
Tingkat II Sukohaljo

BABII
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

(1) Dmas Perikanan merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di
bidang Perikanan.

(2) Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dmas yang berada
dibawah dan bertanggung Jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah
tangga Daerah dan tugas Pembantuan yang diberikan oleh Peme- rintah
dan atau Pemerintah Propinsi daerah ngkat I Jawa Tengah dibidang

Perikanan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan

daerah ini, Dinas Perikanan mempunyai fungsi : |

a. pembinaan umum berdasarkan pekerjaan yang'ditetapkan oleh Guber-
nur kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

b. pembimbingan teknis di bidang perikanan ;

c. pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai tugasnya ;

d. penyuluhan perikanan ;

e. pengamanan teknis sesuai dengan tugasnya ;

f. pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani ;
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{ahan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

g. pengel .
h. pengurusan Tata usaha Dnas ;
BAB III
ORGANISASI
bagian Pertama

Pola dan Sususnan Organisasi

Pasal S
Organisasi Dinas Perikanan ditetapkan Pola Maksimal

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :
a. Kepala Dinas ;
b. Sub Bagian Tata Usaha ;
c. Seksi Produksi ;
d. Seksi Penyuluhan ;
e. Seksi Sumber Hayati ; ) | ‘
f. Seksi Usaha Tani/ Nelayan -
g. Seksi Prasarana ;
h. Cabang Dinas ;
i. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
j. Kelompok jabatan Fungsional;
- (2) Sub bagian Tata usaha terdiri dari 4 (empat
Produksi, Seksi Sumber Hayati, Seks(i uﬁahﬁ gaﬁ;a%;:dmgk e
Prasarana masing-masing terdiri dari 4 (empat ) Sub é’an dan Seksi
Seksi penyuluhan terdiri dari 2 (dua ) Sub Seksi . eksi, adapun
~ (3) Sub bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi sebagaimana dima)
P.asal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepal, Sud ayat )
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas , yang berada
(4) Bagan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana dimgak

Pasal ini, adalah dalam Lampiran Peraturan Daerah im-sud at (1)

bagian yang tak terpisahkan . m erupakan
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Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 7

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan perencanaan
kepegawaian, keuangan dan urusan umum. :

- Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8 Peraturan

Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan pelaporan
serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;

b. penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian ;

c. penyiapan bahan pengelolaan administrasi keuangan ;

d. penyiapan bahan pengurusan perlengkapan, rumah tangga dan
surat menyurat.

Pasal 10

(1) Sub bagian Tata Usaha terdiri dari :
a. Urusan Perencanaan ;
b. Urusan Kepegawaian ;
¢. Urusan Keuangan ;
d. Urusan Umum ;
(2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala ' ,
. . yang berada
;ijlbaz;l\:ah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagjan Tata
saha .

95 CamScanner



79

Pasal 11
an Perencanaan mempunyai tqgax.s ‘melak.sanakan Penguy.
pulan, analisis dan penyajian data statistik perikanan, peny; i
bahan rumusan rencana dan program, penylapan bahan laporay
dinas serta penyiapan bahan pembinaan, organisasi dan tatay_

(1) Urus

sana . . |
(2) Urusan Kepegawaian mempunyal tugas melaksanakan penyiapan

bahan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mytag;
pegawai serta tata usaha kepegawaian . |

(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas,
pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi, serta mengurus

perbendaharaan .
4. Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan

surat-menyurat dan kearsipan serta urusan rumah tangga dan
perlengkapan.

Bagian keempat
Seksi Produksi
Pasal 12
-Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok,
Dinas Perikanan di bidang pembinaan dan produksi perika- nan.

Pasal 13

Untuk x.ntlmyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 12 Peraturan

Daerah ini, Seksi produksi mempunyai fungs; :

a. pfelaksanaan inventarisasi, identifikas; dan analisis kebutuhan, bim
bingan pengadaan dan Pemanfaatan serta verifikasi dan pen , jian
lapangan atas mutu sarana Produksi perikana, - gyt

b. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, per;bin |
bangan dan pengendalian penangkapan jkan dipemfnL pen.gem-

c. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, Pembinaan S
dan pengendalian budi daya ikan ; Pengembangan

d. pelaksanaan inventarisasi, identifikas; dan Yusun
bimbingan penerapan pola produksi perikanan, o



i Y
¥ -+

Pasal 14

. i terdiri dari:
&guu: geksi Budidaya ikal};
b b Seksi Penangkapan ikan;
:L'Sub Seksi Pengembangan Produksi. |
Sub geksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
?) asing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi.

Pasal 15

(1)Sub- Seksi Sarana Produksi mempunyai tugas melakukan inven-
tarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan ,bimbingan pengadaan dan
pemanfaatan sarana produksi serta verifikasi dan pengujian lapangan
atas mutu sarana produksi perikanan. )

(2) Sub Seksi Budidaya ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi,
identifikasi, pengembangan dan pengendalian budidaya ikan serta
bimbingan penerapan teknologi anjuran di bidang budidaya. £ i

(3)Sub Seksi Penangkapan ikan siempunyai tugas melakukan
inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengen-

dalian penangkapan ikan serta bimbingan penerapan teknologi anjuran .
di bidang penangkapan ikan. - _
(4) Sub Seksi Pengembangan Produksi mempunyai tugas melakukan
inventarisasi, identifikasi dan penyusunan pola pengembangan pro-
duksi perikanan serta bimbingan penerapannya.

Bagian Kelima
Seksi Peyuluhan
Pasal 16
Qeksi Peyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
inas Perikanan di bidang peyuluhan perikanan.

pokok D
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Pasal 17

' kok tersebut pada p
Untuk menyelenggarakan tugas poxoK I t p sl
Daerah im', Seksi P cnyuluhan mempunyai fungs] . Pemmmn
iapan dan pelaksanaan program, metode dan sistem ke
g ﬁ:cﬁa);x serta rekayasa sosial dan ekonomi ; Crja Peny,,
b. perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan Penyuluig
c. pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani/aclayan;
d. perencanaan dan pengadaan, pengelolaan dan bimbingan ey

yagunaan sarana penyuluhan ;
e. perencanaan, pengadaan, pengolahan dan bimbingan Pengembangy,

materi penyuluhan ;
Pasal 18

(1) Seksi Penyuluhan terdiri dari :
a. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana;
(2) Sub Seksi - sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan .

Pasal 19

(1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan
teknis dan administrasi kepada para penyuluh perikanan dalam
penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metode
dan sistemkerja penyuluh identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial
dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan serta supervisi
pelaksanaan penyuluhan .

(2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas
menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh,
merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan,
memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluh serta memberikan
pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam
pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, menyelenggarakan
kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta

penyiapan materi penyuluhan.
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Bagian Keenam
Seksi Sumber Hayati
Pasal 20

Geksi Sumber Hayati mempunyai tugas melaksanakan sebagaian
tugas pokok Dinas Perikanan di bidang pembinaan sumber hayati
perikanan

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 20 Peraturan

Daerah ini, Seksi Sumber Hayati mempunyai fungsi : '

a. penginventarisasian, pengidentifikasian, penganalisaan perhi- -
tungan dan pemetaan potensi budidaya ikan di perairan umum,
sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya serta perhitungan

- dan pemetaan potensi lahan budidaya ;

b. penyusunan petunjuk operasional pengawasan penangkapan ikan,
memantau, mengevaluasi dan memberikan bimbingan pelak-
sanaan pengawasan penangkapan ikan ;

c. pembimbingan alokasi dan pengendalian pemafaatan sumber daya
ikan di air tawar dan air payau ;

d. penginventarisasian, pengidentifikasian dan pembimbingan
operasional perlindungan sumber daya ikan dan lingkungan yang
meliputi pencegahan, rehabilitasi, pemberantasan penyakit,
konservasi sumber daya ikan kritis dan langka serta pencegahan
dan penanggulangan pencemaran perairan ;

Pasal 22

(!) Seksi Sumber Hayati terdiri dari :
a. Sub Seksi Identifikasi Sumber Daya Ikan ;
b. Sub Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan ;
c. Sub Seksi Pengendalian Budidaya Ikan ;
d. Sub Seksi Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Lingkungan ;
(2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Sumber
Hayati .
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b Seksi Identifikasi Sumberdaya Ikan mempunyai gp,
| 0 ventaI'iSBSi, ;denuﬁka§1 dan analisjs Serta
me aksal. akar danl pe potensi budidaya ikan di Perairgy
perhitungan i, waduk, rawa dan genangan air lainnya sery,

sungai )
;:‘lr;gn» dﬂlm':an pemetaan potensi lahan budidaya .

(2)Sub Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan mempunyai ugys
menyusun petunjuk operasional pengawasan Penangkapaq ikan,
memantau, mengevaluasi, memberikan bimbingan pelaksanaan
pengawasan penangkapan ikan di perairan umum.

(3)Sub Seksi Pengendalian Budidaya Ikan mempunyai tugas
melakukan bimbingan alokasi dan pengendalian . pemanfaatan
sumber budidaya ikan . _

(4) Sub Seksi Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Lingkungan
mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan
bimbingnan operasional perlindungan sumber daya ikan dan
lingkungan yang meliputi pencegahan serta pemberantasan hama
penyakit, konservasi dan rehabilitasi sumber daya ikan kritis serta
langka serta pencegahan dan penanggulangan pencegahan
pencemaran perairan . ,

Bagian Ketujuh
Seksi Usaha Tani/Nelayan
Pasal 24

24 Peraturan

; Meémpunyaj i .
a. penganalisaan usaha petani / nelayan, b s

pengelolaan dan kerja sama usaha perikamﬂit,nbingan P€rmodalan

b pelayanan dan pengawasan perijinan llsa’ha S
meliputi pelayanan informasi perijinan, prose dﬂ?ﬁﬁm yang
tatHCQra
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sera promost hasil perikanan untuk pemasaran i dajagy maupun di Juzr
negeri
Pasal 26
(1) Seksi Usaha Tani/ Nelayan terdiri dar; .
2. Sub Seksi Pembinaan Usahg .

b. Sub Seksi Perijinan Usaha ;

¢. Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan Muty ;
d. Sub Seksi Pemasaran .

(2)Sub Seksi-sub seks; sebagaimana dimaksud ayar ( 1) Pasal inj
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha Tani /Nelayan .

Pasal 27

: ; unyai tugas melakukan analisis
(1) Sub Seksi Pembinaan T T A R elolaan dan kerja
: odalan, peng

usaha petani /nelayan, bimbingan perm
samau . T U;aha mempunyai tugas melakukaﬂ pelaymaﬂ dan
(2) Sub Seksi ijln.a:[.l o il n yang meﬁpuﬁ pelayanﬂn
pengawasan - penjinan sedur dan tatacara permohanan ijin usaha serta
informasi perijinan, pro l hanain’
emantauan pelaksanaan perijinan U { Mutu mempunyai tugas
E i Pengolahan dan Pembinaan Mu lahan hasil
Sub Seks 2 . . anan dan pengo
(3)>¢ an bimbingan teknologi penang eliputi produk,
melakuk . dan pengawasan mutu yang e A lahan
:1anan, pembinaan iian serta unit pengo
- perik sarana , prosedur dan metode penguj
'[Cnaga’ - ‘ 3 2 dan
jl perikanan . ; an bimbingan
1] Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakuk :
Sub

iputi analisis pasar,
. ikanan yang meliputi
@ beng embangan pemasaran hasil perik
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penyebaran informasi pasar serta prop,.
didalam maupun diluar neger;, O hagj

Bagian Kedelapan
seksi Prasarana
Pasal 28

Seksi Prasaran mempunyai tugas melaksanakan .sebagian tugas pokoy
Dinas Perikanan di bidang pembinaan prasrana perikanan dan pemukimay
Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 28 peraturan Daerah

ini, Seksi Prasarana mempunyai fungsi :

penginvetarisasian, pengidentifikasian, perancangan dan skala prioritas

pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana penangkapan

ikan dan sarana kelengkapannya serta bimbingan dan pengawasan
pelaksanaannya ; . _

b. perumusan pengembangan dan pembinaan pola tata operasional,
tatalaksana, jasa perikanan dan pangkalan pendaratan ikan ;

c. penginventarisasian, pengindentifikasian dan perancangan pemba-
ngunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana budi daya serta
kelengkapannya dan merumuskan pola tatalaksana pengolahan nya ;

d. penginventarisasian, pengidentifikasian dan penyusunan rencana
pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi serta pembinaan
pemukiman nelayan /petani ikan dan lingkungannya .

a.

Pasal 30

(1) Seksi Prasarana terdiri dari:
a. Sub Seksi Prasarana Penangkapan :
b. Sub Seksi Tata Operasional Pangkalan Pendaratan Ikan ;
C. Sub Seksi Prasarana Budidaya ;
d. Sub Seksi Lingkungan Pemukiman Nelayan /Petani Ikan .

(2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Prasarana .
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Pasal 31

(1) Sub Seksi Prasarana penangkapan mempunyai tugas melakukan
inventarisasi, identifikasi, menyiapkan rancangan dan skala
prioritas pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana

* penangkapan ikan dan  sarana kelengkapannya serta
pengawasannya .

(2) sub Seksi Tata Operasional Pangkalan Pendaratan Ikan
mempunyai tugas merumuskan, membina dan mengembangkan
pola tata operasional dan tata laksana serta jasa pengusahaan
pangkalan pendaratan ikan .

(3) Sub -Seksi Prasarana budidaya mempunyai tugas melakukan .
inventarisasi, identifikasi serta menyusun rancangan pemba-
ngunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana budi daya dan
sarana kelengkapannya serta merumuskan petunjuk teknis pengo-
lahannya.

(4) Sub Seksi Lingkungan Pemukiman Nelayan/Petam Ikan mem-
punyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, serta menyu-
sun rancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi serta
pembinaan pemukiman nelayan/petani ikan dan ling- kungannya .

Bagian Kesembilan
Cabang Dinas
Pasal 32

Cabang Dinas dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri .

Bagian Kesepuluh
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 33

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai
unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perikanan .

- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

CamScanner



87

Pasal 34

Teknis Dinas di bentuk berdasarkap Krite;
d

- ana : :
Unit Pelaks leh Menteri Dalam Negeri . Yo

akan ditetapkan O

Bagian Kesebelas

ok Jabatan Fungsional
Y Pasal 35

(1) Kelompok jabatan Fungsional d1 lmgmgm Pinas p
mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis perikanan
keahlian masing-masing .

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana ter'sebut pada ayz 0
Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selay,
ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawy)
kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Tekn;
Dinas yang bersangkutan.

erik
dibi;lnm; |

Pasal 36

(1) Kelompok Jabatat. Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub
Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin
oleh tenaga fungsional senior .

(2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan -
beban kerja.

(3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

BAB IV
TATAKERJA

Pasal 37
Dalam melaksanakan
Teknis Dinas, Kelom lt(u 5ashya Dinas Perikanan Unit Pelaksana
menerapkan o J.a batan Fungsionga] dan C’b i iib
; pkan prinsip koordinas;, integras; "0 Labang Dinas wajl
lingkungan masing-masing maupun gyiays Sinkronisasj baik dalam
dengan tugas masing-masing, Satuan organisasi sesual
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Pasal 38

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berd .
jaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala D)i:\erahe.r asarkan kebi

(2) Kepala
membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur unsur
" emb
pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasnya Pembantu dan
BABV

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 3_9 -

Jenjang jabatan. dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur
kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku .

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih
lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya .

Pasal 41
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah

- Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 11 Tahun 1981 tentang
Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah

Tingkat II Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 42

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengun-

dangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daérah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo .

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada Tanggal 5 Juni 1995
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UPATI KEPALA
RAKYAT DAERAH : B D
DEWAN PERWAKILAN . A TINGKATI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT I SUKOHARjq !
° SUKOHARJO
ttd ve ttd
SOEBENI Ir. TEDJO SUMINTQ

DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubernur
- Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah )
Tanggal : 12 Oktober 1995 No. 188.3/300/1995
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepalz Biro Hukum
Ymt

ttd

~ NIP. 500.056.003
Kabag hukum Daerah Bawahan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat IT Sukohario
Nomor : 5 Tahun 1996 Seri D No. SJ'
Pada tangga] - kosong
Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd

Pembina Tingkat |
NIP. 010 071 319



